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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

Tinjauan Umum Tentang Asas Equlity Before The law, Tindak Pidana 

Korupsi, Disparitas Pidana Dan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 

 

A. Tinjaun Umum Tentang Asas Equality Before The Law 

1. Pengertian Persamaan Di Hadapan Hukum 

Persamaan kedudukan di hadapan hukum atau Equality before the 

law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini 

menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada 

negara negara berkembang seperti Indonesia.1 

Asas Persamaan di hadapan hukum jika itu terkait dengan fungsi 

keadilan, itu berarti bahwa setiap orang yang datang di pengadilan adalah 

”sama hak dan kedudukaannya” demikian juga, ketika seseorang telah 

dinyatakan sebagai tahanan, sementara di penjara seorang tahanan memiliki 

hak dan posisi yang sama. Rumusan final pasal 27 ayat (1) hasil perumusan 

para pembentuk UUD 1945 adalah : “Segala warga Negara bersama 

kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”  

                                                            
 

       1 Hamzah K, H. Hasan, Amirullah, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRINSIP 

PERSAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM (PERSFEKTIF HUKUM ISLAM), ejournal-

iainpalopo.ac.id/alamwal, 2019 Vol. 4, No. 2, hlm. 190 
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Rumusan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 diperhatikan, terdapat 

beberapa aspek yang terkandung di dalamnya. Hal itu dapat kita lihat dari 

beberapa penggalan rumusan tersebut, yakni:2 

1. Segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum  

2. Segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam pemerintahan  

3. Segala warga Negara wajib menjunjung hukum  

4. Segala warga Negara wajib menjunjung pemerintahan  

5. Segala warga Negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 

2. Persamaa Di Hadapan Hukum Dalam Sistem Peraadilan 

Dalam konteks peraturan perundang-undangan pancasila harus 

menjadi falsafah dalam pembentukannya. Berbicara mengenai sistem 

peradilan pidana dan kesamaan dimuka hukum (equality before the law) 

merupakan suatu hal yang berkaitan dan saling membutuhkan karena dalam 

terciptanya sistem peradilan pidana yang baik harus dilandaskan kepada 

asas dimana salah satu asasnya ialah kesamaan dimuka hukum. Dalam 

pancasila sebagai sumber hukum pidana sebagaimana diungkapkan oleh 

Mokhammad Najih, bahwa hukum pidana (baik materil maupun formil) 

harus bertujuan untuk melindungi jiwa dan raga manusia Indonesia. 3 

Kesamaan dimuka hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana 

adalah agar peradilan jauh dari tindakan dan perlakuan diskriminasi dalam 

segala bentuk, dengan tiga patokan. pertama: persamaan hak dan derajat 

                                                            
 

       2 Ibid, hlm.191 

       3 Mokhammad Najih, 2014. Politik Hukum Pidana. Setara press, Malang. Hlm. 36 
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dalam proses pemeriksaan selama persidangan pengadilan, kedua: diberikan 

hak perlindungan yang sama oleh hukum, ketiga, mendapat perlakuan yang 

sama dibawah hukum.4 Konsep kesamaan dimuka hukum dalam KUHAP 

pada pembentukannya murni untuk melindungi pelaku tindak pidana yang 

sebelum KUHAP hadir kerap mendapat penyiksaan dan menempatkan 

pelaku sebagi objek. 

Persamaan di hadapan hukum adalah asas di mana setiap orang 

tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum). Hukum juga 

menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, 

kewajaran, dan keadilan. Kepercayaan pada persamaan di hadapan hukum 

disebut egalitarianisme hukum. Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia menyatakan bahwa "Semua orang sama di hadapan hukum dan 

berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun."      

Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di bawah 

hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, 

agama, difabel, atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi, 

atau bias. Dalam konstitusi Indonesia dengan tegas memberikan jaminan 

adanya persamaan kedudukan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 27 ayat 

(1)” Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

                                                            
 

       4 Muladi(editior) 2009. Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam 

Perspektif Hukum dan Masyarakat. Refika Aditama, Bandung. hlm.. 278 
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pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya.5 

B. Tinjauamiumumitentangitindakipidanaikorupsiii 

1. Pengertianitindakipidanaikorupsiii 

MenurutiMubyarto, ipengertianikorupsiiadalah suatu masalah poltik 

lebihidariipadaiekonomiiyangimenyentuhikeabsahani (legitimasi) 

pemerintahidiimataigenerasiimuda, ikaumielititerdidikidaniparaipegawai 

padaiumumnya. iAkibatiyangiditimbulkanidariikorupsiiiniiialah 

berkurangnyaidukunganipadaipemerintahidariikelompokielit ditingkat 

provinsiidanikabupaten. iPengertianikorupsiiyangidiungkapkan Mubyarto 

yaituimenyorotiikorupsiidariisegiipolitikidaniekonomi.6 

SyehiHussiniAlatasimengemukakanipengertianikorupsi, imenurut 

beliau, ikorupsiiialahisubordasi kepentingan umum dibawahikepentingan 

pribadiiyangimencakupipelanggaraninorma, itugasidanikesejahteraan 

umum, iyangidilakukanidenganikerahasiaan, pengkhianatan, ipenipuan 

danikemasabodohaniakaniakibatiyangidideritaiolehimasyarakat.7 i 

DiidalamiUUiNoi31iTahuni1999iterlihatipengertiani korupsi 

dirumuskanisebagaiidelikiformiliyaituidipidananyaipelakuitindakipidana 

                                                            
 

       5 WIKIPEDIA, PERSAMAA DI HADAPAN HUKUM, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Persamaan_di_hadapan_hukum DIakses pada tanggal 30 desember 

2022 

       6 SumarniiAlam, iTINJAUANiYURIDISiATASiTINDAKiPIDANAiKORUPSIiDALAM 

PRAKTEKiDIiINDONESIA, iJurnaliHukumiReplik, i2017, iVol. i5, No. i2, ihlm. 160 

       7 Ibid, hlm. 161 

https://id.wikipedia.org/wiki/Persamaan_di_hadapan_hukum
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korupsiikarenaiperbuataniyangidilakukanibukaniberdasarkaniakibatiyang 

ditimbulkan, imelainkaniterpenuhinyaiunsur-unsuridelikidalamiUndang-

undangiyangibersangkutan. iHaliiniiditegaskanidalamipenjelasaniatas 

undang-undangitersebut, ibahwa: i “denganiUndang-undangiini, itindak 

pidanaikorupsiisecaraitegasidirumuskanisebagaiidelikiformil. iHaliini 

sangatipentingialamirangkaianiupayaipembuktianitindakipidanaikorupsi. 

DenganirumusanisecaraiformiliyangidianutidalamiUndang-undangiini, 

meskipunihasilikorupsiitelahidikembalikanikepadainegara, ipelaku 

korupsiitetapidiajukanikepengadilanidanitetapidipidana.”8 i 

Secaraietimologisiistilahikorupsiiberasalidari bahasa latin 

“corruptio” iataui “corruptus” iyangiberawalidariiakarikata 

“corrumpere”, iyangiberartiimerusak idanimenghancurkan. iDalam 

bahasaiPrancisidaniInggrisidikenalidenganiistilahi “corruption”, idalam 

bahasaiBelandaidisebutidengani “korruptie” idaniselanjutnyaidiresepsi 

dalamibahasaiIndonesiaidenganiistilah“korupsi.9 i 

SedangkanimenurutiUndang-UndangiNomori31iTahun 1999 

tentangiPemberantasaniTindakiPidanaiKorupsi, isebagaimanaitelah 

diubahidenganiUndang-UndangiNomori20iTahun 2001itentang 

PerubahaniAtasiUndang-UndangiNomori31iTahun 1999 tentang 

                                                            
 

       8 I Gusti  Ketut Ariawan, 2015. Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi, Universitas Udayana, Bali, 

hlm. 45 

       9 Kalimatul Jumroh, Ade Kosasi, 2019, Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku  Tindak Pidana 

Korupsi Studi  Undang-undang Tentang Pemberantasan Korupsi Dan United Nation Convention 

Coruption 2003, Penernit CV. Zigie Utama, Bengkulu, hlm. 43 



6 
 
 

 
 

PemberantasaniTindakiPidanaiKorupsi, iperbuataniatauitindakipidana 

korupsiidapatidikelompokkanisebagaiiberikut: 10i 

1.  Kelompokidelikiyangidapatimerugikanikeuanganinegara atau 

perekonomianinegarai (Pasali2idaniPasali3iUndang-UndangiNomor 

31iTahuni1999); i  

2. Kelompokidelikipenyuapani (Pasali5, iPasali11, iPasali12, iPasali12B 

Undang-UndangiNomori20iTahuni2001); i 

3. Kelompokidelikipenggelapani (Pasali8idaniPasali10iUndang-Undang 

Nomori20iTahuni2001); i  

4. Kelompokidelikipemerasanidalamijabatani (Pasali12ieidanifiUndang-

UndangiNomori20iTahuni2001); i  

5. Kelompokidelikiyangiberkaitanidenganipemboronganipekerjaanidan 

rekanani (Pasali7iUndang-UndangiNomori20iTahuni2001). i 

2. Unsuriunsuritindakipidanaikorupsii 

BerdasarkaniUndang-UndangiNomori31iTahun 1999 tentang 

PemberantasaniTindakiPidanaiKorupsiiJoiUndang-UndangiNomor 20 

Tahuni2001imenyebutkaniunsur-unsuritindakipidanaikorupsiiyaitu: 11i 

1.  Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu badan. 

“Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya 

                                                            
 

       10 Ibid, hlm. 49  

       11 Cecep Dudi Muklis Sibigin, Perspektif Perbutan Melawan Hukum Oleh Pejabat Publik 

Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Konstituen, Pengadilan Tinggi Gorontalo, 2021, Vol. 3, No. 

1, hlm. 57.  
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mengambil, iimemindahibukukan, imenandatanganiikontrakidan 

sebagainya, isehinggaipembuatibertambahikaya. i  

2. Perbuataniituimelawanihukum. i “Melawanihukum” idisiniidiartikan 

secaraiformilidanimateriil. iUnsuriiniiperluidibuktikanikarena 

tercantumisecaraitegasidalamirumusanidelik.  

3. Perbuataniituisecarailangsungiatauitidak langsungimerugikan 

keuanganiNegaraidaniperekonomianiNegara, iatauiperbuataniitu 

diketahuiiatauipatutidisangkaiolehisiipembuatimerugikanikeuangan 

NegaraiatauiperekonomianiNegara12i 

3. Pengembalianiasetihasilitindakipidanaikorupsi. i 

Pengembalianiasetihasilitindakipidanaikorupsi di Indonesia 

bukanlahimerupakanihaliyangibaru, imelainkanibagianidari suatu 

pembaharuanihukumipidanaiyangisemulaiterdapatipadaihukum pidana 

umum, idalamihaliiniiKUHPikemudianidiaturidalam perundang-

undanganikorupsi. iAdapuniperaturaniperundang-undanganipidana di 

Indonesiaiyangimengaturipengembalianiasetihasilitindakipidana yaitu 

sebagaiiberikut:13 i 

1) pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (“UU 31/1999”)  

Dalam pasal 4 UU 31/1999 dinyatakan antara lain bahwa 

pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara 

                                                            
 

       12 Ibid. 

       13 Kalimatul Jumroh, Ade Kosasi, Op, Cit, hlm. 50 
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tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi 

sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 UU tersebut14 

penjelasan pasal 4 UU 31/1999 dijelaskan sebagai berikut: 

“Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal 

dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau 

perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana tersebut.”15 

 

2) Pasal 18 UU Tipikor 

Pasali18iayati1ihurufiaiUUiTipikoriyangiberbunyi: i 

“Perampasanibarangibergerakiyangiberwujudiatauiyangvtidak 

berwujudiatauibarangitidakibergerakiyangidigunakaniuntukiatau 

yangidiperolehidariitindakipidanaikorupsi, itermasukiperusahaan 

milikiterpidanaidiimanaitindakipidanaikorupsiidilakukan, ibegitu 

pulaidariibarangiyangimenggantikanibarang-barangitersebut.”16 i 

 

BerdasarkaniPasali18iayati2iUUiTipikor, idalamijangkaiwaktui1 

bulanisejakiputusaniyangitelahimemperolehikekuatanihukum tetap, 

makaiasetiatauihartaikekayaanidapatidisitaiolehijaksaidan dilelang 

untukimenutupiiuangipenggantiigunaipengembalianiaseti dalam 

kerugianinegara. i 

3) KitabiUndang-UndangiHukumiPidanaiPasali10iKitabi Undang-

UndangiHukumiPidanai (KUHP) imenyebutkan: iPidanaiterdiriiatas: i  

                                                            
 

       14 Amrie hakim, pengembalian hasil uang korupsi, 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengembalian-uang-hasil-korupsi, 2011, di akses pada 

tanggal 21-02-23 

      15 Ibid.  

       16 Negarawati Ester Benedicta Sihombing, iApaiSajaiAsetiKoruptoriYangiDapatiDirampas 

OlehiNegara, ihttps://www.hukumonline.com/klinik/a/aset-koruptor-yang-dapat-dirampas-oleh-

negara-lt62f4dd8e6f2a2,  2022, Di akses pada tangal 21-02-23 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengembalian-uang-hasil-korupsi
https://www.hukumonline.com/klinik/a/aset-koruptor-yang-dapat-dirampas-oleh-negara-lt62f4dd8e6f2a2
https://www.hukumonline.com/klinik/a/aset-koruptor-yang-dapat-dirampas-oleh-negara-lt62f4dd8e6f2a2
https://www.hukumonline.com/klinik/a/aset-koruptor-yang-dapat-dirampas-oleh-negara-lt62f4dd8e6f2a2
https://www.hukumonline.com/klinik/a/aset-koruptor-yang-dapat-dirampas-oleh-negara-lt62f4dd8e6f2a2
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a. PidanaiPokok: i  

• Pidana mati;  

• Pidana penjara;  

• Pidana kurungan;  

• Pidana denda;  

• Pidana tutupan. 17 

b. Pidana Tambahan:  

• Pencabutan hak-hak tertentu;  

• Perampasan barang-barang tertentu;  

• Pengumuman putusan Hakim18 

4) KitabiUndang-UndangiHukumiAcaraiPidanai 

DiidalamiKUHAPiPasali39idiaturitentangijenisibarang-barang 

yangidapatidikenakanipenyitaan.iYangidapatidikenakanipenyitaan 

adalah: i 

• Hartaikekayaanisebagaiihasilidariitindakipidana; i  

• Hartaikekayaanirampasaniyangididapatidariiterdakwa; i  

• Bendaiatauitagihaniyangiseluruhiatauisebagianididuga 

diperolehidariitindakanipidanaiatauisebagaiihasilidariitindak 

pidana; i  

• Digunakanilangsungiuntukimelakukanitindakipidanaiatau 

untukimempersiapkannya; i  

• Bendaiyangidipergunakaniuntukimenghalang-halangi 

penyidikanitindakipidana; i 

• Bendaiyangidibuatiatauidipergunakanimelakukanitindak 

pidana; i 

                                                            
 

       17 Op, Cit. hlm. 50 

       18 Ibid.  



10 
 
 

 
 

• Bendailainvyangimempunyaiihubunganilangsungidengan 

tindakipidanaiyangidilakukan19i 

 

C. Tinjaun Umum Tentang Disparitas Pidana. 

Penegakanihukumipidana, isecaraifungsionaliakanimelibatkaniminimal 3 

(tiga) ifaktoriyangisalingiterkait, iyaituifaktoriperundang-undangan, ifaktor 

aparatiatauipenegakihukum, idanifaktorikesadaranihukum. iFaktor 

perundang-undanganidalamihaliiniiperundang-undanganipidana, imeliputi 

hukumipidanaimaterili (hukumipidanaisubstantif) imaupunihukumipidana 

formili (hukumiacaraipidana). iAdaiduaiaspekipentingidalamikeberhasilan 

penegakanihukumipidana, iyaituiisiiatauihasilipenegakanihukumi (substantif 

justice) idanitataicaraipenegakanihukumi (procedural justice). i 

Penjatuhanipidanaipadaidelik-delikitertentu, imanakahiyangiharusilebih 

diprioritaskaniantaraikepentinganikepastianihukumidiisatuipihak ataukah 

kepentinganikeadilanidiilainipihak, idemikianijugaimanakahiyang harus 

diprioritaskaniantaraikepentinganiperlindunganimasyarakatidiisatu pihak, 

denganikepentinganipembinaaniindividuipelakuitindakipidanaidiilainipihak. 

Haliiniimerupakanireaksiidanisikapikritisiterhadapiberagamnya strafmaat 

yangisudahidiputuskaniolehilembagaiperadilaniterhadap perkara-perkara 

tindakipidanaitertentuitersebut. iTampakiluaridariipersoalanitersebutiadalah 

                                                            
 

       19 Ibid. 
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munculnyaidisparitasipidanai (disparityiofisentencing) idiiantaraidelik-delik 

tertentuitersebut.20 i 

Adanyaifaktaidisparitasipidanaiyangisangatimencolokiuntuk delik-delik 

yangisecaraihakikiitidakiberbedaikualitasnya, idanikedua, iadanyaikeinginan 

untukimemenuhiituntutanimasyarakatiyangimenghendakiiadanya standar 

minimaliobyektifiuntukidelik-delikitertentuiyangisangat dicela dan 

merugikaniatauimembahayakanimasyarakatidaninegara, sertaiketiga, idemi 

untukilebihimengefektifkanipengaruhiprevensiiumum (generaliprevention) 

terhadapidelik-delikitertentuiyangidipandangimembahayakan dan 

meresahkanimasyarakat, imakailembagaipembuatikebijakan kemudian 

menentukan, ibahwaiuntukidelik-delikitertentuitersebut, disamping ada 

pidanaimaksimumikhusus, jugaisekaligusiditentukanipidanaminimum 

khusus.21 

Denganidemikianidisparitasipidana tidak dapatidilepaskanidari sistem 

perumusanidanipengancamanipidanaidalamiperundang-undanganiyangiada. 

Denganiperkataanilainidapatimerupakanisumberitidakilangsung terjadinya 

sumberidisparitasipidana. Apabilaiiniidibiarkaniakaniberakibat timbulnya 

sikap apatis, sinisidaniketidakpuasaniwargaimasyarakatidenganimelakukan 

mainihakimisendiriiatauimengadakanireaksiilangsungiterhadapisi pelaku 

                                                            
 

       20 Zeric K Smith, iDisparitasiPutusaniHakimi “IdentitasiDaniImplimikasinya” iSekretariat 

JendraliKomisiiYudisialiRepublikiIndonesia, iJakartaiPusat, ihlm. i183i 
       21 Ibid. hlm. 184 
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tindakipidanaidaniaparatipenegakihukum, imaka undang-undanglah yang 

menjadiisumberitidakilangsungiterjadinyaidisparitasipidana.22 

D. Tinjauan Tentang Wewenang Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi 

Pidana 

Dalam menyelenggarakan peradilan, hakim diberikan wewenang untuk 

memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Ketentuan 

pasal 1 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman 

menyebutkan, “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada 

badaniperadilaniyangiberadaidibawahnyaidalam lingkungan peradilan umum, 

lingkunganiperadilaniagama, ilingkunganiperadilanimiliter, ilingkungan 

peradilanitataiusahainegara, danihakimipadaipengadilanikhususiyang berada 

dalamilingkunganiperadilanitersebut.23 

Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim adalah pelaku kekuasaan negara 

yang bebas dari intervensi dalam bentuk apapun untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara 

Hukum Indonesiaiyangidiberikanikewenanganiuntukimemeriksaidan 

memutusiperkaraiyangidiajukanikepengadilanipadaiMahkamahiAgungidan 

ipadaibadan peradilaniyangiberadaidibawahnyaidalamilingkunganiperadilan 

                                                            
 

       22 Ibid. hlm. 185 

       23 Immanuel Cristophel Liwe, KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN 

MEMUTUS PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN, Ejurnal Unsrat, 2014, Lex 

Crimen Vol. 3, No 1, hlm .134 
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umum, lingkunganiperadilaniagama, iilingkunganiperadilanimiliter, 

ilingkungan peradilanitata usahainegara, danipadaipengadilanikhusus yang 

beradaidalam lingkunganiperadilanitersebut.24 

Dalamiwewenangiuntukimemeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke 

pengadilanipadaiMahkamahiAgungidaniperadilaniyangiberada dibawahnya 

dalamilingkunganiperadilaniumum, ilingkungan peradilan agama,lingkungan 

peradilanimiliter, lingkungan peradilanitataiusahainegaraidanipada 

pengadilan khusus, hakimidiwajibkanimenggalii mengikutiidanimemahami 

nilai-nilaiihukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Sebagaimana yang tercantumidalamipasali5iayat (1) UU No. 48 Tahuni2009 

tentangiKekuasaaniKehakiman, “Hakimidanihakim konstitusi wajib 

menggali, imengikutiidanimemahamiinilai-nilaiihukumidanirasaikeadilan 

yang hidupidalamimasyarakat.” Penjelasanidariipasali5 ayati (1) tersebut 

menyatakan, i “ketentuaniiniidimaksud agar putusan hakim dan hakim 

konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dari penjelasan 

tersebut, dapatlah dimengerti tujuan dibuatnya ketentuan pasal 5 ayat (1) 

tersebut, dimana agar supaya putusanihakimisesuaiidenganihukumidanirasa 

keadilanvmasyarakat. iUntuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah 

dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili, 

diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.25 

                                                            
 

       24 Ibid. 

       25 ibid. hlm. 185 
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Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk 

pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, 

sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus 

dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada 

tubuh putusan. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, dalam hal hakim menjatuhkan 

putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam 

putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan 

terdakwa”. Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan 

putusan batal demi hukum. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang 

dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. 

Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) UU RI 

No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa 

“dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 

memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”26 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 

       26 Dwi Hananta, Pertimbangan Keadaan-Keaadaan Yang Meringankan Dan Memberatkan 

Dalam Penjatuhan Pidana, Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2018, Vol. 7, No. 1, hlm. 88 


